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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun
1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian
lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif - tidak dilambangkan
- Ba B Be

& Ta T Te

& Sa $ S dengan titik di atas
z Jim J Je

d Ha h H dengan titik di bawah
& Kha Kh ka dan ha

K| Dal D De

k| Zal 4 Z dengan titik di atas
2 Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
18] Syin Sy es dan ye
ua Sad $ es dengan titik di bawah




Vi

ua Dad d de dengan titik di bawah
b Ta t te dengan titik di bawah
b5} Za z zet dengan titik di bawah
£ ‘Ain ’ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

o Fa F Ef

T Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

Jd Lam L El

A Mim M Em

) Nun N En

K] Wau W We

® Ha H Ha

s Hamzah Apostrof

¢ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal panjang

i=a

=3

i:i

L.,Si: ai

=1

i=u

sl=au

s=1

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/

Contoh :

Laa 3l y  ditulis mar’atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :
Qa0 ditulis

fatimah



vii

4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy ditulis rabbana
o ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

caaddl ditulis asy-syamsu
da b ditulis ar-rojulu

5 Ludd) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Al ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah
itu ditransliterasikan dengan apostrof / /.
Contoh:
Gl ditulis umirtu

£ ditulis syai’un
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ABSTRAK

PUJI ANA SARI (1517068) 2021. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA
TANGKIL-TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM MUSRENBANGDES PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014.

Dosen Pembimbing: Saif Askari, SH.MH.

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai Partisipasi
Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014. Dalam pelaksanaan Musrenbang partisipasi dan keterlibatan masyarakat
sangat penting dalam penentuan prioritas pembangunan desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi
masyarakat desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa
Tangkil-Tengah ditinjau dalam Pengaturan Desa. Sedangkan tujuan penelitian ini
adalah yang pertama menganalisis Partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah
dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
menganalisis Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah ditinjau dalam
Pengaturan Desa .

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik
analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilihat dari Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Tangkil-Tengah
telah melaksanakan Musrenbang desa sebagaimana mestinya dilaksanakan satu
tahun sekali dan dilaksanakan di bulan Januari, Musrenbang desa Tangkil-Tengah
sudah sesuai dengan peratuan yang mengikutsertakan masyarakat dalam
Musrenbang. Partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah sudah cukup tinggi
dibuktikan dengan keaktifan mereka dalam mengusulkan beberapa usulan
mengenai rencana pembangunan desa dan ikut serta dalam proses
penyelenggaraan Musrenbang desa.

Kata Kunci: Musrenbang Desa, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi
Masyarakat



ABSTRACT

PUJI ANA SARI (1517068) 2021. THE PARTICIPATION OF THE
MIDDLE TANGKIL VILLAGE KEDUNGWUNI DISTRICT
PEKALONGAN REGENCY IN THE VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING MEETING FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 6
OF 2014.

Thesis Advisor: Saif Askari, SH.MH

This research is an attempt to explain about the Participation of the Middle
Tangkil Village Kedungwuni District Pekalongan Regency in the Village
Development Planning Meeting from the Perspective of Law Number 6 of 2014.
In the implementation of Musrenbang, community participation and involment is
very important in determining development priorities.

The formulation of the problem in this study is how the participation of the
people of Tangkil-Tengah village in the village Musrenbang from the perspective
of law number 6 of 2014 and how the participation of the village community in
Tangkil-Tengah is reviewed in village settings.

This type of research is on empirical juridical research. Using an empirical
juridical approach. The data sources of this research are primary and secondary
data. The analytical technique is qualitative analysis.

The results of the conclude that judging from article 80 of law number 6 of
2014, the village of Tangkil-Tengah has carried out the village Musrenbang
properly and involved the community in the village Musrenbang process.
Community participation in the village Musrenbang is quite high as evidenced by
their activeness in proposing several proposals regarding village development.

Keywords: Village Musrenbang, Development Planning, Community
Participation.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah kumpulan suatu masyarakat dan pelaksana
pemerintahan yang sangat penting dalam suatu system penyelenggaraan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal
188 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Sesuai dengan
pengaturan pasal ini diartikan desa adalah suatu wilayah hukum yang
mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan
masyarakat setempat dan sangat menentukan dalam perwujudan cita-cita
dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang
dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri
dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, berarti kesatuan masyarakat

hukum tersebut memiliki otonomi. Tetapi otonomi dalam penyelenggaraan



pemerintahan desa tidaklah seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi,
Kota, maupun Kabupaten, melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyatakan “Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal
tersebut, Pemerintah Desa mempunyai dua tugas utama vyaitu sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara

kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan
kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus
berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat,
sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi ditngkat desa sekaligus
penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa.
Adanya ruang untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan
peaturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam system pemerintahan
demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-

Undang.



Konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam
proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib
dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dari
masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan

Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”."

Termasuk dalam  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam proses pelaksanaannya wajib
melibatkan  masyarakat. = Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan
(Musrenbang) desa menetapkan pioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
desa, swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan
masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan
kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor
yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan
diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak
mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan

pelaksanaan pembangunan desa.

! Utang Rosidin, 2019, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
yang Aspiratif, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 4, No. 1, him.169-170.



Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan
Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program
yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan
kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.’

Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan termasuk desa yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan setiap tahunnya. Dari hasil observasi terdapat masalah
mengenai aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastrukur yaitu
jalan desa yang perlu dilihat bagaimana tingkat penyampaian aspirasi dan
partisipasi ketika forum itu berlangsung dan menyampaikan ide/gagasan dan
beberapa harapan masyarakat setempat untuk dapat dilakukan perbaikan-
perbaikan kedepan dan menjadi skala pioritas. Dalam hal ini pemerintah
dianggap melanggar asas keberlanjutan yang termuat dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4, karena tidak melakukan
pembangunan Yyang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap pelaksanaan Musrenbang ini dengan judul Partisipasi

Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

> Mohammad Wasil, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kab. Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, Rechtenstudent Journal: Vol. 1, No. 1, him. 57.



Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014.

Rumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

2. Bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam Pengaturan Desa?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes
Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui  partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam

Pengaturan Desa.

Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran/memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu
pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu hukum
khususnya hukum tata negara.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa Tangkil-Tengah
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang pentingnya

melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

E. Tinjauan Pustaka
1. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai
landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata
lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang
digunakan untuk mengkaji permasalahan.® Supaya penelitian ini lebih
terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka
teori ini sebagai landasan berfikir untuk mendapatkan konsep yang
benar dan tepat dengan teori sebagai berikut:
a. Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah
perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan,

peran serta. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam

Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat llmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1978), HIm. 316.



arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka
anggap sama.’ Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat
dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang
alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya
mengatasi masalah, dan Kketerlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi.’

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum
musyawarah tahunan skateholders desa/kelurahan (pihak yang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya
dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka
menengah desa, kinerja implementasi rencanatahun berjalan serta
masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan

permasalahan nyata yang sedang dihadapi.®

*Rahendro Jati, 2012, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang yang Responsif, Jurnal Rechtsvinding: Vol. 1, No. 3, him 333.

°Rizal Andreeyan, 2014, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Jurnal
Administrasi Negara: Vol. 2, No. 4, him. 19.
® Hanif Nurcholis, dkk, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2009),
Hlm. 97.



c. Konsep Desa

Secara estimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta,
deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-
usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional
dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguru
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.”

2. Penelitian Terdahulu
Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian,
seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah
orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan
penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji
beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), referensi tersebut antara

lain:

’ Haricha Dwi Randa, Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus
Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014), Jurnal
FISIP; Vol. 2, No. 1, him 4.



Penelitian yang dilakukan Lalu Maman Suryaman, Slamet Muchsin,
dan Retno Wulan Sekarsari dalam junal tentang Perencanaan
Pembangunan Desa secara Partisipatf dalam Perspektif Good
Governance (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Musrenbang di Desa Kateng Kab. Lombok Tengah. Penelitian ini
membahas perencanaan pembangunan di Desa Kateng melalui proses
dari tingkat RT untuk menjaring usulan dari masyarakat kemudian
dibawa ke forum Musrenbangdes dan prosesnya telah memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan prinsip
tata pemerintahan yang baik.®

Kemudian penelitian yang dilakukan Mohammad Wasil dalam

jurnal tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Kabupaten Bondowoso
Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini
menyatakan dilihat dari Pasal 80 bahwa Desa Wonosari dalam
melaksanakan Musrenbang tersbut telah dilakukan sebagaimana
mestinya, yaitu pada satu tahun sekali dan dilaksanakan di bulan
Januari. Dan partisipasi masyarakat desa Wonosari sudah sesuai dengan

peraturan sudah mengikutsertakan unsure/semua elemen masyarakat.’

® Lalu Maman Suryaman, dkk, 2020, Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dalam
Perspektif Good Governace (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa
Kateng Kab. Lombok Tengah), Jurnal Respon Publik: Vol. 14, No. 3, him. 114,

° Mohammad Wasil, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Rechtenstudent: Vol. 1, No. 1, him. 62.
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Dan penelitian yang dilakukan Andi Uceng, Erfina, dan Ahmad
Mustanir dalam jurnal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Kecamatan Pitu
Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. penelitian ini membahas tentang
jumlah undangan yang hadir untuk mengikuti kegiatan musrenbang
sebanyak 30 (tiga puluh) undangan, sedangkan yang hadir hanya 8
(delapan) orang. berdasar hal tersebut disimpulkan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Desa Betao Kecamatan Pitu
Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sangat kurang. Subjek penelitian
ini adalah populasi di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten
Sidenreng Rappang.Adapun teknik pengumpulan datanya melalui
observasi, kuisioner, wawancara dan studi pustaka.®

Adapun penelitian yang dilakukan Ahmad Mustanir dan Partisan
Abadi dalam jurnal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam
Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan
Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. penelitian ini
membahas tentang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan khususnya dalam musrenbang sangat rendah.

jurnal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.™

YAndi Uceng, dkk, 2019, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal
MODERAT: Vol. 5, No. 2, him. 21-26.

“Ahmad Mustanir, Partisan Abadi, 2017, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah
Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten
Sidenreng Rappang, Jurnal Politik Profetik: VVol.5, No. 2, him. 249.
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada

penelitian ini akan membahas tentang Partisipasi Masyarakat Desa
Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam

Musrenbang Perspektif Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis
empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji
ketentuan hukum vyang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya dalam masyarakat.'> Penelitian yuridis empiris adalah
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.™® Atau penelitian yang
dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan
menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.™

'2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2012), HIm. 126.
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

Him. 134.

* Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), HIm. 15.
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b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mtode
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan
adalah hukum dilihat sebagai norma karena dalam melakukan
pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan
hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis).
Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai
kenyataan sosial, cultural atau dessain karena dalam penelitian ini data
yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam
penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang
telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum
baik primer maupun sekunder yang diperoleh di lapangan vyaitu
tentang partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbang desa.

2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat
penelitian.’*Subjek penelitian yang dimaksud diantaranya adalah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa

Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Ema Sumiati, S.Pd., 2016, Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan
Kearifan Lokal, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Pendidikan Non Formal: Vol. 1, No. VIII, him.
61.
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b. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari
suatu penelitian berupa substansi atau materi yang diteliti atau
dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang
bersangkutan. Objek pada penelitian ini adalah Partisipasi
Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014.
c. Informan Penelitian
Informan adalah beberapa orang yang dianggap mengetahui
dengan baik masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan
informasi  kepada peneliti.’® Yang termasuk informan dalam
penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di desa Tangkil-Tengah Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu kepala desa, masyarakat,
dan perangkat desa lainnya.
3. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara
langsung, yang diperoleh dengan observasi, wawancara terkait

dengan Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan

'®Nur Fitrah, 2017, Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, Jurnal limu Pemerintahan & Iimu
Komunikasi: Vol. 2, No. 2, him. 19.
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Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b. Sumber Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung, data tersebut seperti arsip-arsip atau dokumen-
dokumen seperti buku, artikel, koran, internet, dan lain-lain yang
berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu Partisipasi Masyarakat
Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan untuk
menumpulkan sejumlah informasi dan data-data yang berkaitan
dengan penelitian.!” Teknik pengumpulan data yang akan digunakan
dalam penelitian yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial,
kemudian mengungkapkan semua yang dilihat, dialami dan dirasakan
langsung oleh peneliti.®® Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan

proses observasi, dengan mengamati segala sesuatu yang berhubungan

Yprof. Dr. Mukhtar, M.Pd, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: GP
Press Group, 2013), him. 109.
18 prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, him. 109.
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dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa

Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek
penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Wawancara
menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh
peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang
akan dijawab melalui proses wawancara untuk mendapatkan data tentang
Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu kegiatan membaca, mempelajari, menelaah, dan
mengkaji dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan literatur-literatur resmi
lainnya serta mengambil gambar obyek-obyek yang penting untuk
mendukung penelitian.'® Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
5. Keabsahan Data
Keabsahan Data dilakukan untuk membuktikan bahwa

penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah

Joko Triyonoi, 2019, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Jurnal Iimu
Administrasi Negara: VVol. 8, No. 3, him. 10.
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sekaligus menguji data yang diperoleh. Peneliti menggunakan uji
keabsahan data dengan teknik:
a. Kredibilitas Data
Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga
dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan
mencapai maksud mengeplorasikan masalah yang majemuk atau
kepercayaan terhadap hasil penelitian. Upaya untuk menjaga
kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Mengingkatkan ketekunan
Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan
meningkatkan  ketekunan, peneliti dapat melakukan
pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar
atau salah.
2. Menggunakan member check
Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa
data yang telah diterima sudah sesuai dengan hasil
wawancara. Apabila data sudah benar, maka data sudah
dianggap valid maka peneliti perlu melakukan diskusi
dengan pemberi data agar penafsiran akan data yang

diperoleh dapat disepakati.”’

®Aan Prabowo dan Heriyanto, S.Sos.,M.IM, 2013, Analisis Pemanfaatan Buku
Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal limu
Perpustakaan: Vol. 2, No. 2, him.5.
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b. Triangulasi Data
Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara
pengecekan atau pemeriksaan silang. Teknik triangulasinya adalah
pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu:

1) Triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang mengharuskan peneliti
mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau
informasi.

2) Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode
untuk melakukan cek dan ricek. Jika pada awalnya peneliti
menggunakan metode wawancara selanjutnya peneliti melakukan
pengamatan maupun observasi.

3) Triangulasi waktu, yaitu teknik triangulasi dengan melakukan
teknik wawancara, observasi, atau teknik yang lain dalam waktu
atau situasi yang berbeda.*

6. Teknik Analisis Data
Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data
belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian
belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data
itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau
upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan
memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah

data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah

*'Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik,
(Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), him. 22.
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data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk
narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan
menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan
menginterpretasikan  data-data yang telah terkumpul sehingga
memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan
yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi,
relasi, dan eksplanasi.

Mengingat data kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti
berbentuk narasi dan bersifat deskripsi atas sejumlah kejadian, interaksi,
argumentasi, pernyataan sikap, dan perilaku subjek penelitian, maka
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini umumnya dilakukan dengan
menggunakan tiga alur kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan data,
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
diperoleh dari proses penelitian di lapangan.?
b. Penyajian Data

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, data yang diperoleh

penelitian ini berbentuk narasi dan lebih bersifat deskriptif, karenanya

penyajian data yang paling sesuai adalah penyajian data dalam bentuk

?|rawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995),

him. 159.
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deskripsi dan uraian narasi. Penyajian data sering dipahami dengan
penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk
deskripsi yang sistematis. Hal ini dapat diperoleh dengan melakukan
penyeleksian dan penyesuaian kompleksitas data di lapangan dengan
fokus penelitian ini sehingga dapat dipahami maknanya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam analisis

data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang
diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid,
dan obyektif.?

Sistematika Penulisan

Agar diperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti
menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB |, berisi tentang Pendahuluan yang menggambarkan latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

"BAB Il, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam

mengkaji permasalahan yaitu tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat Desa

Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam

Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Zsutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), him. 42.
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BAB I, berisi tentang gambaran umum dan realitas pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa Tangkil-
Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, berisi mengenai hasil analisis Partisipasi Masyarakat Desa
Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam
Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Partisipasi Masyarakat desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbangdes ditinjau
dalam Pengaturan Desa.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam
bab ini penulis akan menyampaikan hasil akhir dari penelitian yang

diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan penlitian skripsi diatas maka peneliti menarik
kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

1. Bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terlaksana
sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ditunjukkan
dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
desa, berupa pemberian usulan, pendapat, kritikan, dan saran mengenai
rencana pembangunan dan ikut serta dalam forum Musrenbang ditingkat
desa.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam Pengaturan Peraturan Desa
dikatakan sudah sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Dengan melibatkan masyarakat dalam
Penetapan Rencana Peraturan Desa dengan menampung semua usulan
terkait rancangan peraturan desa Tangkil-Tengah. Dalam prosesnya
Pemerintah desa Tangkil-tengah telah mengkonsultasikan kembali rencana

peraturan desa dengan masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa

65
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dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai
tujuan pembentukannya.
B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengusulkan beberapa hal:

1. Sosialisasi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil-Tengah yang
perlu ditingkatkan agar masyarakat yang kurang pendidikan dan belum
begitu mengerti tentang Musrenbangdes dapat memahaminya dengan
jelas begitu pentingnya peran masyarakat dalam Musrenbang Desa
Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

2. Peninjauan kembali yang perlu dilakukan pada objek atau daerah yang
dirasa perlu dilakukan pembangunan sebelum menerapkan program
pembangunan, agar pembangunan yang diterapkan di daerah tersebut

tepat sasaran.
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